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ANDI SUNARTO. (B111 10 281), Implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Gratis Di Kabupaten 
Kepulauan Selayar (di bawah bimbingan Achmad Ruslan  selaku 
pembimbing I dan Naswar  selaku pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang  Pendidikan Gratis di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan faktor yang menghambat dan mendukung  
pelaksanaan Perda Pendidikan Gratis Tersebut.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Kepulauan Selayar, 
Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Kantor Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, beberapa Sekolah di Kecamatan 
Bontomatene dan Buki. Data yang diperoleh baik itu data primer maupun 
data sekunder  diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 
secara kualitatif deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implemantasi Perda 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepualauan Selayar sudah terlaksana 
tetapi belum optimal. Dimana pelaksanaan perda tersebut sudah berjalan 
sebagaimana yang tertuang dalam perda tersebut, begitu juga dengan 
pengawasannya. Namun, dalam pembentukan  perda tersebut terdapat 
ketimpangan, dimana perda tersebut tidak memiliki naskah akademik. 
Selajutnya dalam pelaksanaan Perda Pendidikan Gratis di 
Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat beberapa faktor yang 
menghambat pelaksaan perda tersebut, diantaranya: 1. Faktor 
Pemerintah daerah sering terlambat dalam penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan sekolah 
tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. 2. 
Faktor pihak sekolah sering terlambat memasukkan laporan pemanfaatan 
dana pendidikan gratis. 3. Faktor Besaran anggaran yang sangat terbatas 
dan adanya larangan pungutan sehingga sekolah tidak mampu merawat 
fasilitas yang telah ada. Selain itu, ada juga faktor yang mendukung 
sehingga perda pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat 
terlaksana, diantaranya: 1. Faktor Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak 
pernah selesai sampai kehidupan manusia ini berakhir. Dikatakan 
demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari peradaban manusia 
yang yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini 
sejalan dengan potensi bawaan manusia yang selalu ingin menghadirkan 
penemuan-penemuan terbaru yang kreatif dan inovatif dalam segala 
bidang kehidupan. 
Pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan suatu bangsa 
sebenarnya sudah sejak dahulu dipikirkan oleh Founding People1 bangsa 
ini. Hal ini dapat dilihat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945). 
Pembukaan UUD 1945 mengamanahkan bahwa “Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial…”.  
 
                                                          
1
Istilah Founding People adalah istilah yang digunakan oleh satjipto Rahardjo yang dapat diartikan sebagai para 
pendiri. Tidak menggunakan istilah founding father (bapak pendiri) karena yang berjuang dan menyusun 
rancangan Pembukaan dan UUD bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Dikutip dalam buku Moh. 
Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 
2 
Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dalam Pasal 31 ayat (1)  juga 
mengamanahkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, 
dan ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
diatur dengan undang-undang”. 
Seiring bergulirnya reformasi di Negara Indonesia yang menuntut 
otonomi daerah maka, secara bertahap pun kewenangan 
penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada tiap-tiap pemerintah 
daerah. Dengan diserahkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah 
daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan 
aktivitas pelayanan publik. Kaitannya dengan hal tersebut dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah 
(UU Pemda Tahun 2004) Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)  
dikatakan bahwa:   
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota 
yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. 
(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang menjadi  urusan  Pemerintah,  dengan  
tujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
umum, dan daya saing daerah. 
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Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(UU Sisdiknas Tahun 2003) dijelaskan bahwa pemerintah dan 
pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan yang baik setiap warga negara, dan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana 
guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga Negara yang 
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib 
belajar sembilan tahun. 
UU Pemda Tahun 2004  dan UU Sisdiknas Tahun 2003 yang 
kemudian menjadi dasar hukum  bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Selayar dalam membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis (Perda Pendidikan Gratis 
di Kabupaten Kepulauan Selayar). Peraturan daerah ini ditetapkan dan 
ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2011. Perda ini dikeluarkan dalam 
rangka meringankan beban masyarakat atau orang tua dalam 
pembiayaan pendidikan Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK 
Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
Sebelum Perda Pendidikan Gratis Di Kabupaten Kepulauan 
Selayar  ini diberlakukan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah 
terlebih dahulu membuat kebijakan pendidikan gratis yang awalnya diatur 
dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2008 dan pada tahun 2009 
penyelenggaraan pendidikan gratis ini selanjutnya ditetapkan melalui 
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Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Mengingat  pendidikan gratis ini dilaksanakan ditingkatan  SD, MI, 
SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maka hal perlu juga diperhatikan 
dan diketahui, terkait pendidikan gratis adalah sumber pendanaan dari 
pendidikan gratis tersebut. Berdasarkan penjelasan Perda Nomor 3 Tahun 
2011 dikatakan bahwa bahwa Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional. 
Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang sumber pendanaan 
Pendidikan Gratis dalam Perda tersebut adalah sebagai mana yang 
tertuang dalam pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perda 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut: 
Pasal 5 
Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, 
membantu, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pendidikan gratis. 
Pasal 6 
(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 
serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga masyarakat. 
(2)  Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam 
APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis. 
(3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran proses 
pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penyelenggaraan pembelajaran secara optimal. 
5 
Adapun yang dimaksud pendidikan gratis dalam perda tersebut 
adalah peserta didik dibebaskan dari segala macam pungutan sekolah 
baik langsung maupun tidak langsung. Pungutan yang dimaksud adalah 
segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari peserta didik atau 
orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar 
maupun pembangunan sekolah, seperti permintaan bantuan 
pembangunan, permintaan bantuan dengan alasan dana sharing, 
pembayaran buku, pembayaran iuran pramuka, pembayaran LKS, 
pembayaran uang perpisahan, pembayaran uang photo, pembayaran 
uang ujian, pembayaran uang ulangan/semester, pembayaran uang 
pengayaan/les, pembayaran uang rapor, pembayaran uang penulisan 
ijazah, pembayaran uang infaq, serta pungutan lainnya yang membebani 
baik siswa maupun orang tua siswa.  
Dalam Perda ini juga disebutkan jika peserta didik diberikan subsidi 
biaya yang merupakan salah satu program pendidikan gratis melalui 
pemberian sebagian bantuan operasional sekolah dan pemberian 
beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya 
sekolah peserta didik. Tidak hanya peserta didik, para pendidik juga 
mendapatkan dana insentif dari pendidikan gratis ini, insentif tenaga 
pendidik ini merupakan tambahan penghasilan guru yang diperoleh 
berdasarkan jam mengajar guru. 
Secara Normatif Salah satu tujuan pendidikan gratis adalah 
meningkatkan kualitas siswa, namun jika melihat realitanya secara tidak 
langsung dengan diterapkannya pendidikan gratis kadang menghambat 
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kreativitas siswa. Kreativitas yang  dimaksud disini seperti kegiatan 
organisasi baik intra maupun ekstrakulikuler, OSIS, PMR, Paskibraka, 
Olahraga, Remaja Masjid, Siswa pencinta alam, dan lain-lain. Kegiatan 
siswa yang tentunya dalam setiap aktivitasnya berkembang sesuai 
keinginan dan kreativitas siswa. Dalam Perda disebutkan jika siswa 
dilarang meminta biaya kepada orang tuanya yang berkaitan dengan 
kegiatan sekolah, namun tidak semua kegiatan siswa dapat dibiayai oleh 
dana pendidikan gratis. Hal ini disebabkan karena kreativitas siswa tidak 
terbatas, jadi perda tentang pendidikan gratis ini bisa saja menjadi 
penghambat siswa-siswa untuk berkreasi sesuai dengan keinginan 
mereka.    
Masalah lain yang kemudian timbul sebagai konsekuensi dengan  
ditetapkannya Peraturan daerah tersebut adalah bahwa jaminan 
pemerintah daerah terkait dengan pendanaan sering yang bersumber dari 
APBD sering mengalami keterlambatan. Imbasnya adalah pembangunan 
mengalami keterlambatan. Selain itu fasilitas penunjang terselenggaranya 
pendidikan juga mengalami masalah. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis di 





B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan 
penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan 
Selayar? 
2. Apa faktor-faktor yang  mempengaruhi pelaksanaan Peraturan 
Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor  3 Tahun 2011? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2011. 
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum 
pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program 
Hukum Tata Negara pada khususnya. 
b. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan 
Pendidikan. 
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c. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap 



















A. Kewenangan Pemerintah Daerah  
1. Kewenangan Pemerintah Daerah secara Umum 
Pemerintahan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 
angka 2 UU Pemda Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih 
lanjut pemerintah daerah menurut  Pasal 1 angka 3 UU Pemda Tahun 
2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.2 Unsur perangkat 
daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas 
para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah 
daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh sekretariat daerah.3 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung 
makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan 
pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh 
pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan 
                                                          
2
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
3
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. (Jakarta.2012).hlm 5 
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kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem 
politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, 
di sisi lain Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah-
daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas.4 
Sesuai yang termaktub dalam Pasal 13 UU Pemda tahun 2004 
maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi 
terbagi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun yang menjadi 
urusan wajib yaitu meliputi: 
1. Perencanaan dan pengendaliaan pembangunan; 
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial; 
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintas kabupaten/kota; 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
                                                          
4
Ibid. hlm 6 
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14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 
kabupaten/kota; 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan 
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Selanjutnya yang menjadi urusan pilihan yaitu meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 
unggulan daerah yang bersangkutan.  
Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi:  
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat;  
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  
5. Penanganan bidang kesehatan;  
6. Penyelenggaraan pendidikan;  
7. Penanggulangan masalah sosial;  
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;  
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
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11.  Pelayanan pertanahan;  
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;  
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan.  
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
Sementara di sisi lain dalam menjalankan  pemerintahan daerah 
harus berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Sehingga prinsip pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka melancarkan 
pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan 
dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangan atas dasar 
keutuhan negara kesatuan dan bertanggung jawab yang dapat menjamin 
perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-
sama dengan dekonsentrasi.5 
Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah 
hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan 
kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang 
bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 
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 C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi (Jakarta,2003), hlm. 148 
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Sementara itu prinsip otonomi daerah dianggap perlu untuk lebih 
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pembiayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik 
Indonesia. 
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 
antarsusunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global 
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah 
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan 
antara lain sebagai berikut:6 
1. Distribusi urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilaksanakan pada pemikiran bahwa selalu 
terdapat berbagai urusan pemerintahan yang secara absolut 
dilaksanakan oleh pemerintahan (sentralisasi). Berbagai urusan 
                                                          
6
 Widjaja, Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, (Jakarta.2005), hlm. 46 
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pemerintahan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa 
dan negara secara keseluruhan, sedangkan urusan 
pemerintahan yang dapat diserahkan kepada daerah melekat 
pada kepentingan masyarakat setempat. 
2. Urusan-urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan 
masyarakat setempat merupakan bagian dari rangkaian urusan 
pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota yang berkesinambungan. Konsep 
desentralisasi menyiratkan tidak ada satupun urusan 
pemerintahan yang absolut dapat diselenggarakan oleh provinsi 
saja atau kabupaten/kota saja. 
3. Urusan pemerintahan bersifat dinamis dalam penyelenggaraan 
dan distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa 
ke masa. Untuk menjamin kepastian hukum, perubahan-
perubahan tersebut perlu didasarkan atas peraturan perundang-
undangan. 
Pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab 
berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan 
tujuannya, yaitu:7 
1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah 
negara; 
2) Sesuai atau tidaknya pembangunan di seluruh wilayah negara; 
3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; 
                                                          
7
 Ibid, hlm 146 
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4) Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintahan pusat 
dengan pemerintah daerah; dan 
5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah. 
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi 
kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi 
semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi 
daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti 
bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan 
sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk 
mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik 
material maupun spiritual. 
Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada kepala daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota akan menimbulkan tugas-tugas dan 
kewenangan-kewenangan bagi pemerintah daerah tersebut dalam rangka 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan dari 
adanya otonomi dan tugas pembantuan pada daerah tersebut. Tugas dan 
wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan, karena tidak 
ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya wewenang 
yang jelas, tugas, dan wewenang mempunyai arti tersendiri. 
Antara tugas dan wewenang mempunyai makna yang berbeda 
karena wewenang mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. 
Oleh karena itu, adanya kewenangan yang melekat pada Pemerintah 
Pusat, sehingga Pemerintah Pusat mempunyai dasar untuk melakukan 
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tindakan hukum.8 Berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat maka secara teoritik, kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 
tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.9 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 
a. Attribute: toekenning van een bestuursbevoegheid door een 
wetgever aan bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian 
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintahan). 
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene 
bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada 
organ pemerintahan lainnya). 
c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander, (mandate terjadi ketika organ 
pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh 
organ lain atas namanya). 
 
Berdasarkan Pasal 10 UU Pemda Tahun 2004, kewenangan 
daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali 
pada beberapa bidang kewenangan yang dikecualikan, yaitu dalam politik 
luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, 
dan urusan agama. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (8) UUD NRI 1945, 
kewenangan yang dikecualikan itu dirinci menjadi enam bidang, yaitu 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
dan agama. 
Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah 
dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan 
dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 
                                                          
8
 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah Di Indonesia. (Bandung.2005), hlm.78-79 
9
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta.2010), hlm.101 
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manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 
Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan 
tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai kewenangan 
dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah. Bahkan untuk 
melaksanakan agenda otonomi daerah, pemerintah daerah dan 
masyarakat daerah diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana 
yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan otonomi daerah 
sebagaimana mestinya.10 
Dalam rangka kewenangan provinsi termasuk pula kewenangan 
sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan 
dalam bidang pemerintahan lainnya. Kewenangan provinsi sebagai 
daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum 
dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi 
sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah 
pusat. Selain itu dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintahan dan 
kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan seluruhnya 
berada ditangan daerah kabupaten dan daerah kota. 
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Pendidikan 
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap  tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang 
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
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 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakrta.2011), hlm 235 
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memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat 
dan propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah 
tingkat II. Ini berarti bahwa tugas dan beban Pemda tingkat II dalam 
menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi 
daerah yang capacity building dan sumber daya pendidikannya kurang. 
Karena itu, otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi 
daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai 
penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh  stakeholders 
pendidikan (orangtua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, Dewan 
Perwakilan Rakyat, serta LSM pendidikan). 
Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen 
untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada 
kebhinnekaan. Menurut Santoso S. Hamijoyo (1999: 3), ada beberapa hal 
yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
1. Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis;  
2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama;  
3. Peranserta masyarakat bukan hanya pada staheholders, tetapi 
harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan;  
4. Pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan 
era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; 
5. Keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus 
dihargai dalam kerangka clan demi penguatan sistem pendidikan 
nasional. 
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Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan 
desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-
bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat 
kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti 
pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga 
pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. 
Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah 
yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).11 
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen 
berbasis sekolah, sebenarnya merupakan kecenderungan internasional 
yang dipraktikkan di banyak negara dan untuk Indonesia merupakan salah 
satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumber daya 
manusia yang helakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila 
dilihat dari beberapa laporan hasil survei dari lembaga-lembaga 
independen dunia, menempatkan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia pacla urutan bawah, jauh di bawah negara-negara tetangga 
seperti Singapore, Malaysia, Thailand, dan bahkan Philipina. 
Dalam konteks desentralisasi ini, peran serta masyarakat sangat 
diperlukan. 12 
Aparatur pendidikan baik di pusat maupun di daerah, berperan 
penting dalam peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas 
masyarakat untuk membangun pendidikan yang mandiri dan profesional. 
Salah satu sasaran pembangunan adalah mewujudkan desentralisasi 
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 Raflen A. Gerungan,  Konsep “Otonomi Pendidikan” dan “Desentralisasi Pendidikan” 




daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Titik berat 
desentralisasi diletakkan pada kabupaten/kota. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah amatlah mendasar 
pcranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang 
mendapat pelayanan.  
Efektivitas pelayanan pendidikan juga penting untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. 
Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa desentralisasi di bidang 
pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya 
yang berhentipada tingkat kabupaten/kota. Di bidang pendidikan justru 
sampai pada pelaksana teknis atau ujung tombak pendidikan, yaitu 
sekolah-sekolah. 
B. Peraturan Daerah 
Peraturan daerah adalah  perpaduan antara dua kata yaitu, 
„peraturan‟ dan „daerah‟ S.F Marbun memberikan pengerian bahwa 
peraturan adalah murupakan hukum yang in abstacto atau General Norms 
yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan suaranya adalah 
mengatur hal-hal yang bersiafat umum (General).13 
Sementara itu menurut UU No. 10 Tahun 2004, pengertian 
Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) dengan 
persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan 
kebajikan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga 
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Siswanto Sunarno, op.cit .,Hlm. 94. 
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eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi 
dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. 
Pada hakikatnya peraturan daerah merupakan sarana lagislasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh 
pemerintahan daerah. Menurut Laica Marzuki, dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menurut 
konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi.14 Pasal 1 ayat (1) UUD 
NRI berbunyi. “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 
berbentuk Republik”. Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah 
desentralisasi bukan sentralisasi. 
1. Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah 
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan Pemerintah Daerah 
berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda merupakan aturan 
daerah dalam arti materiil perda mengikat warga dan penduduk daerah 
otonom. Regulasi perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan 
dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni kepala 
daerah dan DPRD, sesuai pasal 18 ayat (6) UUD 1945, perda merupakan 
hak legislasi konstitusional Pemda dan DPRD. Rancangan Perda dapat 
berasal dari DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Pasal 140 ayat (1) UU 
Pemda Tahun 2004.Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh 
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H.M. Laica Marzuki. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Konstitusi M.K volume 6 nomor 4. 
Jakarta:Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 1 
22 
DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan 
DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai 
Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan 7 hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh Gubernur 
atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut 
disetujui bersama .15 
Mengenai tata cara mempersiapkan Ranperda berasal dari Kepala 
daerah, diatur dengan Peraturan presiden. Sedangkan Ranperda yang 
berasal dari DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Mengenai 
tata cara mempersiapkan Ranperda, merupakan hak inisiatif DPRD, diatur 
dalam peraturan tata tertib DPRD. Dalam rangka sosialisasi dan pubikasi 
Ranperda yang berasal dari DPRD, menyebarluaskan Ranperda yang 
bersal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. 
Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau 
Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka perda tersebut sah 
menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam 
Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan rancangan Perda dimaksud, 
rumusan kalimat pengesahannya berbunyi „Perda dinyatakan sah‟, 
dengan mencantumkan tanggal sahnya.16 
Untuk membuat suatu perda, kiranya harus memperhatikan 
landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, 
landasan pembuatan perundang-undangan daerah (Perda), paling tidak 
memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan 
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UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) 
16
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 144 ayat (4) dan (5). 
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landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu 
pandangan atau ide  yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan 
hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan kedalam suatu rancangan 
peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Misalnya di negara 
republik indonesia adalah pancasila yang menjadi dasar  filsafat peraturan 
perundangan-undangan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya tidak ada 
peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar filsafat pancasila.17 
Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar 
hukum (rechtsground) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan 
daerah. Selanjutnya landasan yuridis ini terbagi dalam tiga segi yaitu,18 
1. Landasan yuridis segi formal, yiatu landasan yuridis yang 
memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat 
peraturan tertentu; 
2. Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi 
atau matari sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal 
tertentu, dan 
3. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang 
memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat 
peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-
undang tersebut. 
Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi 
dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintah negara dan pemerintah daerah. Sementara  
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 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,  Op.Cit, hlm. 25. 
18
Ibid, hlm. 24. 
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landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar 
selanjutnya bagi kebijaksanaan Pemerintah Negara (Pusat) dan 
Pemerintah Daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam 
masyarakat.19 
2. Urgensi Peraturan Daerah 
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah, guna terselanggaranya urusan otonomi daerah 
dan tugas pembantuan.20 Perda dibuat selain untuk melaksanakan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan urusan 
yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat untuk menuntun 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga proses jalannya 
pemerintahan berlangsung sesuai harapan dan cita-cita bersama demi 
keberhasilan pembangunan daerah. 
Pada hakikatnya perda mengatur setiap kepentingan yang ada di 
daerahnya, dimana setiap perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut. 
Menurut hemat penulis setiap perda yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah harus dilaksanakan dan dijalankan untuk kepentingan daerah 
tersebut, karena perda tersebut dan ketentuan daerah lainnya sifatnya 
mengatur diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah 
dengan tujuan supaya mempunyai kekuatan hukum. 
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Siswanto Sunarno. Op. Cit. Hlm 37 
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Realitasnya di Indonesia ada beberapa perda yang berlakunya 
tidak secara menyeluruh ke semua daerah yang mengeluarkan perda 
tersebut. dalam artian ketika suatu peraturan daerah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Perda Provinsi, maka seluruh 
daerah (Kabupaten/Kota) terikat oleh perda tersebut. 
Untuk itu perda harus memuat sanksi, agar perda tersebut dapat 
berfungsi secara efektif. Adapun sanksinya berupa:21 
a. Pembentukan biaya paksaan, penegakan hukum kepada 
pelanggar;  
b. Pidana Kurungan 6 bulan/denda; dan  
c. Ancaman pidana. 
 
C. Materi Muatan Perda Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2011  
1. Pendidikan 
Pendidikan bagi sebagian orang, berarti usaha membimbing anak 
untuk menyerupai orang dewasa. Sementara menurut Jean Piaget (1896) 
pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak banyak, 
sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh pembanding dengan penciptaan 
yang lain.22 Sedangkan Dalam undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 
2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat (1) mendefenisikan 
pendidikan sebagai berikut: 23 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 134. 
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Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm. 1. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat (1). 
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Setiap perbuatan pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang 
diharapkan untuk menuju ke suatu tujuan, dan tujuan  itu didukung oleh 
tujuan umum (akhir) pada esensinya ditentukan oleh masyarakat yang 
dirumuskan secara singkat dan padat, seperti kematangan dan integritas 
atau kesempurnaan pribadi.24 
Dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan 
“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan”. 
2. Pendidikan Gratis 
Pada hakikatnya Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan 
Selayar dibuat dalam rangka meringankan beban masyarakat atau orang 
tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan 
Gratis Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta 
dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah terkait otonomi 
pendidikan. Kebijakan ini  berfungsi untuk memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak dan bermutu. 
Dalam penjelasan perda tersebut yang dimaksud dengan 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk 
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Alimin Umar, Filasafat Pendidikan, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2008) hlm. 82. 
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memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kepulauan Selayar baik negeri 
maupun swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat kaya dan 
miskin. Selanjutnya yang dimaksud dengan usia belajar adalah Usia 6-12 
tahun untuk Usia SD/MI, SDLD usia 12-15 tahun untuk siswa SMP/MTs, 
SMPLB, dan usia 15-19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK. 
Adapun tujuan dari pendidikan gratis adalah untuk mengurangi 
beban masyarakat, peserta didik atau orang tua peserta didik. Penjelasan 
dari tujuan pendidikan gratis berdasarkan perda tersebut adalah 
membebaskan segala beban biaya yang sebelum Perda Pendidikan 
Gratis berlaku dibebankan pada orang tua peserta didik yang berkaitan 
dengan proses belajar mengajar di sekolah.  
Selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan gratis berdasarkan 
Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 
membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik atau  orang  
tua peserta didik  yang  berkaitan dengan proses  belajar  mengajar dan 
kegiatan pembangunan sekolah. Biaya yang dimaksud disini adalah 
permintaan bantuan pembangunan, permintaan bantuan dengan alasan 
dana sharing, pembayaran buku, pembayaran iuran pramuka, 
pembayaran LKS, pembayaran uang perpisahan, pembayaran uang 
photo, pembayaran uang ujian, pembayaran uang ulangan/semester, 
pembayaran uang pengayaan/les, pembayaran uang rapor, pembayaran 
uang penulisan ijazah, pembayaran uang infaq, serta pungutan lainnya 
yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa. 
a. Hak dan Kewajiban 
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Dalam Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar 
dijelaskan tentang hak dan kewajiban baik itu oleh Pemerintah Daerah 
maupun yang hak dan kewajiban orang tua. Sebagaimana termaktub 
dalam pasal Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut: 
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 
Pasal 5 
Pemerintah  Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing,  




(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan  
kemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga masyarakat. 
(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam 
APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis. 
(3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran proses 
pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penyelenggaraan pembelajaran secara optimal. 
 
Dari ketentuan Pasal 6 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
APBD merupakan sumber pendanaan dari pendidikan gratis tersebut. Hal 
inilah yang kemudian mewajibkan pemerintah daerah untuk 
mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar dalam RAPBD. 
Selain itu pemerintah daerah juga harus memberikan mekanisme 
pencairan dana yang mudah agar supaya pendidikan gratis dapat 
terlaksana dengan baik. 
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban orang tua dalam Perda 




Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Pasal 7 
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh 
dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan 
anaknya. 




Yang dimaksud larangan dalam Perda Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 3 Tahun 2011 adalah pungutan yang dibebankan kepada 
orang tua / wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah  tersebut,  
tetapi  dapat  melakukan  pencairan  dana  lewat  alumni sekolah yang 
tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.  
Adapun jenis-jenis pungutan yang dilarang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, meliputi : 
(1) permintaan bantuan pembangunan; 
(2) permintaan bantuan dengan alasan dana sharing; 
(3) pembayaran buku; 
(4) pembayaran iuran pramuka; 
(5) pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS); 
(6) pembayaran uang perpisahan; 
(7) pembayaran uang photo; 
(8) pembayaran uang ujian; 
(9) pembayaran uang ulangan/semester; 
(10) pembayaran uang pengayaan/les; 
(11) pembayaran uang rapor; 
(12) pembayaran uang penulisan ijazah; 
(13) pembayaran uang infaq; dan 
(14) pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun 
orang tua siswa. 
 
Agar supaya implementasi peraturan daerah dapat berjalan secara 
maksimal maka pemerintah daerah melalui perda tersebut melakukan 
langkah antisipatif. Langkah antisipatif tersebut adalah membentuk tim 
30 
pengawas terhadap kebijakan tersebut. Pengawas yang dimaksud dalam 
perda tersebut adalah Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan 
Komite Sekolah.  
Para pengawas tersebut melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. 
Adapun prinsip dari pengawasan tersebut adalah dengan prinsip 
tranparansi dan akuntabilitas publik. 
Langkah antisipatif berikutnya adalah dengan menentukan sanksi 
bagi yang melanggar perda tersebut. Sanksi (sanctie) adalah ancaman 
hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, 
Undang-Undang, dan  norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak 
hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan 
pelanggaran hukum, Baik batal demi hukum (van rechtwege) maupun 
batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Adapun jenis sanksi yang 










A. Lokasi Penelitian 
Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah urgensi dan 
penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penulis memilih lokasi  
penelitian sebagai Berikut: 
1. Kantor Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian 
Hukum; 
2. Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; 
3. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar ; 
4. Beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Bontomatene dan 
Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar; 
5. Orang tua murid di Kecamatan Bontomatene dan Buki.  
Penulis memilih tempat penelitian Kantor Pemerintahan Kabupaten 
Kepulauan Selayar Bagian Hukum, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, 
Beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Atas di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki 
Kabupaten Kepulauan Selayar, Serta Orang tua murid di Kecamatan 
Bontomatene dan Buki karena sangat berhubungan dengan materi yang 
penulis bahas dalam skripsi ini dan juga untuk mendapatkan data yang 
akurat. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan 
memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka ada dua cara 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu mencari data di 
lapangan  sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan 
wawancara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Kepala Dinas  Pendidikan Kepulauan Selayar atau 
yang mewakili, Kabag Hukum dan HAM Kab. Kepulauan 
Selayar, Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta pihak-pihak 
yang terkait dan mengetahui tentang Perda Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah yaitu 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan 
data data yang merupakan suatu landasan teoritis dan sumber-
sumber karya ilmiah, serta referensi lainya yang erat kaitannya 






C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dan data kualitatif. 
Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan msalah yang diteliti yakni mengenai 
implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun wawancara 
dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Sekolah Dasar, Sekolah Menangah Pertama, dan 
Sekolah Menengah atas yang dalam lingkungan Kecamatan 
Bontomatene dan Kecamatan Buki serta masyarakat (orang tua 
murid) 
2. Data Sekunder 
Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi 
mekalah maupun jurnal, serta peraturan perundang-undangan 
yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas 
yaitu Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang 




D. Analisis Data 
Data-data yang telah dihimpun baik data primer maupun data 
sekunder, dianalisis secara normatif dan selanjutnya disajikan secara 
sistematis dengan cara memaparkan data-data yang akurat dan 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Kabupaten Kepulauan Selayar  merupakan salah satu kabupaten di 
antara 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang letaknya di 
ujung Selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan, 
yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (Kepulauan). 
Secara geografis, Kepulauan Selayar terletak antara 5042 - 7035 
Lintang Selatan dan 120015 - 122030 Bujur Timur yang berbatasan 
dengan: 
 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sebelah Selatan. 
 Kabupaten Bulukumba di Sebelah Utara. 
 Luat Flores dan Provinsi Sulawesi Tenggara di Sebelah Timur. 
 Laut Flores dan Selat Makassar di Sebelah Barat. 
Wilayah Kabupaten Kepulaun Selayar terdiri dari 130 pulau besar 
dan pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut hanya sebagain yang dihuni 
oleh penduduk. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 
10.503,69 KM2 daratan dan 9.146,66 KM2 wilayah pengelolaan laut. 
Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri 
dari 11 Kecamatan, 69 Desa, 7 Kelurahan. Sebanyak 5 Kecamatan 
terletak di Kepulauan dan 6 di Daratan. 
Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 
133.958 jiwa yang tersebar pada sebelas kecamatan. Berikut jumlah 




Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar  
Menurut Tingkat Pendidikan 
 

















Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tahun 2013 
Dari tabel tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah 
pendudukan yang melanjutkan pendidikan menunjukkan angka yang 
cukup rendah. Dimana total penduduk yang sekolah hanya sekitar 75.048 
orang atay sekitar 60 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.  
Selanjutnya,  penulis juga menganggap perlu untuk memaparkan 
data tentang jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar 
berdasarkan kecamatan.  Berikut Tabel tentang jumlah Sekolah di 
Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kecamatan: 
 
Tabel. 2 
Jumlah Sekolah Negeri Di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Berdasarkan Kecamatan  
 
No Nama Kecamatan 
Tingkat Pendidikan 
Jumlah 



































































JUMLAH 138 50 15 193 
Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar 
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 Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah sekolah Negeri di 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 193 Sekolah yang 
tersebar disebelas Kecamatan. Selain sekolah negeri, di Kabupaten 
Kepulauan Selayar terdapat 25 sekolah swata. 
 
B. Implementasi Perda Pendidikan Gratis Di Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
1. Perencanaan (Planning) 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda tahun 2004) Pasal 140 ayat (1), ayat 
(2) dan ayat 3 mengatakan bahwa Rancangan   Peraturan   Daerah 
(Raperda)   dapat   berasal   dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, 
Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah 
disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh 
DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis 
adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan secara bersama antara 
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Selayar (Eksekutif) 
dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan 
Selayar (Legislatif). Kebijakan yang ditetapkan dan diperdakan di Benteng 
Pada Tanggal 3 Maret 2011 ini tercatat dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3. Ini dilakukan agar 
setiap orang mengetahui kebijakan ini. 
Menurut Ibu Mimi Julianti Staf Bagian Hukum yang membidangi 
masalah perda (Senin, 24 Maret 2014) menjelaskan bahwa Raperda 
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Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi inisiator 
adalah Bupati melalui  Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama 
Bupati. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat 
pembicaraan, dalam rapat komisi / panitia / alat kelengkapan DPRD yang 
khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang 
telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh 
Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk diundangkan dalam lembaran 
daerah. 
Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar menganggap perlu 
dilaksanakan pendidikan gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan 
SMK Negeri/Swasta dalam rangka meringankan beban masyarakat dan 
orang tua dalam pembiayaan pendidikan. Hal inilah yang kemudian 
menjadi dasar pertimbangan pemda dalam menetapkan kebijakan ini. 
Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Selawesi; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembaguan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten 
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan; 
12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 
2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Selayar; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar, dan 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar. 
Dalam pembentukan Perda Pendidikan Gratis terdapat 
ketimpangan, dimana perda tersebut tidak memiliki naskah akademik. 
Berdasarkan pengakuan salah satu staf Bagian Hukum Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar saat ditemui oleh penulis bahwa 
Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki 
naskah akademik. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Adapun alasannya mengapa perda tersebut tidak memiliki naskah 
akademik dikarenakan pada saat pembentukan perda tersebut masih 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang 
tersebut tidak diwajibkan untuk membuat naskah akademik. Di dalam UU 
tersebut tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa RUU/Raperda wajib 
dilengkapi dengan naskah akademik. Alasan berikutnya adalah bahwa 
pada saat pembentukan Perda Pendidikan Gratis, dana yang tersedia 
tidak cukup untuk membuat naskah akademik, terlebih lagi dalam 
pembuatan naskah akademik kebanyakan melibatkan pihak ketiga 
(akademisi). 
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2. Pelaksanaan (Executing) 
Dengan ditetapkan dan  diundangkannya Perda Pendidikan Gratis 
di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perda tersebut diharapkan dapat 
terlaksana secara keseluruhan sehingga masalah pendidikan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar dapat teratasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar  dalam bentuk 
wawancara dengan Bapak H. Abdul Karim Kepala Sub Bagian Hukum dan 
Perencanaan (Rabu, 19 Maret 2014) dikatakan bahwa Perda Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Selayar telah terlaksana dengan baik sejak tahun 
2011. Sedangkan pendidikan gratis sendiri sebenarnya telah dilaksanakan 
sejak Tahun 2008 melalui kebijakan gubernur. Akan tetapi pada waktu itu 
hanya sebatas penganti uang Biaya Pembangunan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (BP3). 
Berdasarkan data yang dikutip dari Berita Kota Online (Sabtu, 19 
Oktober 2013 06:00) dikatakan bahwa pada Tahun 2008 telah dibuat 
Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk nota kesepahaman 
antara pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk  merealisasikan 
program pendidikan gratis dengan uji coba di 11 kabupaten/kota  yakni 
Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Pangkep, 
Barru, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Sinjai. Anggaran untuk ujicoba 
pendidikan gratis di 11 daerah tersebut berkisar Rp 644 miliar yang 
bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 405 miliar, 
APBD provinsi Rp 125 miliar, dan sisanya dari pos APBN. Program 
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pendidikan gratis di Sulawesi Selatan berimplikasi menurunkan angka 
buta aksara di kalangan usia sekolah. 
Setelah ditetapkannya Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten 
Kepulauan Selayar, maka penyelenggaran pendidikan telah dibebaskan 
dari segala pungutan. Bapak H. Abdul Karim menambahkan bahwa tujuan 
pendidikan gratis yaitu untuk membantu masyarakat, peserta didik dan 
orang tua peserta didik dalam hal biaya telah terlaksana. Hal tersebut 
dapat dilihat dengan dibebaskannya peserta didik dari berbagai pungutan.  
Mengingat hal yang paling prinsipil dalam Perda Pendidikan Gratis adalah 
Sekolah yang tanpa pungutan. 
Salah satu Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 
Bapak Andi Mahmud yang membidangi masalah pendidikan (Senin, 7 
April 2014) mengatakan bahwa pendidikan adalah hak dari masyarakat, 
olehnya itu kita memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada 
masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ruang yang dimaksud disini 
adalah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sekolah 
yang diinginkan. 
Beliau juga menambahkan bahwa pendidikan gratis ini tidak hanya 
berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga bagi sekolah swasta. Karena tidak 
semua orang bisa masuk sekolah negeri. Alasan orang memilih sekolah 
bukan hanya persolan sekolah favorit atau sekolah unggulan tapi jarak 
juga menjadi pertimbangan. Jadi ketika di tempat masyarakat tersebut 
berdomisili hanya ada sekolah swasta maka dia akan lebih memilih 
sekolah swasta. Namun, sekolah swasta tidak wajib melaksanakan 
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pendidikan gratis. Jika sekolah swasta tidak bersedia menyelenggarakan 
pendidikan gratis maka pihak sekolah harus membuat pernyataan 
ketidaksanggupannya menyelenggakan pendidikan gratis. 
Tujuan pendidikan gratis sebagaimana dijelaskan Kasubag Hukum 
dan Perencanaan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan 
Selayar dapat terlaksana karena dengan diberlakukannya perda tersebut 
maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih untuk 
mengalokasikan dana pendidikan gratis dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setiap tahunnya.  
Berikut Alokasi dana Pendidikan Gratis dalam APBD Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 20013. 
Tabel .3 
(Alokasi Dana Pendidikan Gratis Tahun 2013) 
No Jenjang Pendidikan Alokasi Dana 
1 Pendidikan Dasar (SD/SMP/Sederajat) Rp. 9.174.843.000 
2 Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat) Rp. 2.876.530.000 
Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 
Adapun sumber dana tersebut di atas adalah dari Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Besaran Anggaran 
dari Pemerintah daerah provinsi 40% dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
60%. Sumber dana lain yang mendukung sehingga pendidikan gratis 
dapat terlaksana di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah adanya dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus untuk Pendidikan Dasar (SD 
dan SMP sederajat). Adapun besaran anggaran Dana BOS untuk 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Rp13,6 Miliar. 
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Penjelasan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kasubag 
Hukum dan Perencanaan Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Selayar 
sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala UPT SMP Negeri 1 
Bontomatene Bapak H. Risal DG Mangiri (Rabu, 26 Maret 2014) , beliau 
menegaskan bahwa pendidikan gratis di  Kabupaten Kepulauan Selayar 
terlaksana sejak tahun 2011 berkat bantuan dari dana pendidikan gratis 
yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga menambahkan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan gratis dapat terlaksana dengan baik berkat 
adanya dana BOS.  
Dana Pendidikan Gratis dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) adalah dua sumber pemasukan sekolah. Komponen yang dibiayai  
pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya 
hanya dua, yakni tambahan penunjang dana BOS dan insentif, baik di SD 
sederajat maupun SMP sederajat.  Intensif terdiri dari insentif jam 
mengajar guru, Kepala Sekolah, Bujang, Satpam, bendahara program 
pendidikan gratis, remedial dan pengayaan untuk jenjang SD sederajat. 
Sementara untuk SMP sederajat terdiri dari tunjangan kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, wali kelas, Kepala TU, bendahara program, Staf TU, 
Petugas laboratorium, Pustakawan, Satpam, Bujang Sekolah, jam 
mengajar Guru, insentif remedial dan pengayaan, serta insentif BP/BK. 
Dari tunjangan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan 
ditetapkan maksimal menerima 2 jenis insentif pada setiap satuan 
pendidikan. Besarnya tunjangan untuk guru mengajar sebesar 
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Rp.2.500/jam dan pengayaan Rp. 5.000/jam. Sementara tunjangan 
tenaga kependidikan lainnya cukup bervariasi antara Rp. 75.000 – Rp. 
250.000/bulan. 
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Adapun, 
Penggunaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 
mengatakan bahwa penggunaan dana BOS adalah Pembiayaan 
Penerimaan siswa baru, pembeliam buku referensi, pembiayaan kegiatan 
pembelajaran, pembiayaan ulangan (ulangan harian, ulangan umum, ujian 
sekolah, ujian umum), pembelian bahan-bahan habis pakai, serta kegiatan 
lain yang menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah. 
Untuk mekanisme pencairannya khusus untuk daerah Sulawesi 
Selatan didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) terkait 
pencairan dana BOS.  Kas umum negara akan menyalurkannya ke kas 
daerah Pemprov Sulsel, selanjutnya diteruskan ke rekening kepala 
sekolah di 24 kabupaten/ kota, tanpa melalui kas kabupaten/kota. 
Selanjutnya untuk pengawasan, dipercayakan kepada dinas pendidikan 
kabupaten/kota, ditambah pengawasan melekat dari Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksan Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI). 
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Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Dana 
Pendidikan Gratis dan Dana BOS merupakan dua pemasukan sekolah 
yang memiliki hubungan yang erat. Dimana komponen yang dibiayai 
pendidikan gratis adalah tambahan penunjung dana bos dan insentif. 
Yang dimana keduanya merupakan faktor sehingga pendidikan yang 
bebas pengutan dapat terlaksana di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Lain halnya dengan rencana pemanfaatan dana pendidikan gratis 
di tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana  penjelasan 
yang sampaikan oleh H. Muhammad Yasin (Senin, 24 Maret 2014), selaku 
Kepala UPT SMA Negeri 1 Bontomatene bahwa pemanfaatan dana 
pendidikan gratis untuk sekolah menengah berbeda dengan sekolah 
dasar. Dimana pemanfaatan dana pendidikan gratis di tingkatan sekolah 
menengah ditujukan untuk pembayaran insentif, pembiayaan kegiatan 
kesiswaan, pembiayaan  pemeliharaan dan belaja ATK.  
Beliau menambahkan bahwa sejauh ini pelaksanaan pendidikan 
gratis di SMA Negeri 1 Bontomatene telah terlaksana. Akan tetapi dalam 
pelaksanaanya sedikit mengalami hambatan. Dimana dana yang tersedia 
cukup terbatas sementara pembiayaan cukup banyak (kegiatan 
kesiswaan). Berikut kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 









Kegiatan Kesiswaan SMA Negeri 1 Bontomatene 
No Nama Kegiatan Item Kegiatan Keterangan 
1 Pembinaan Olahraga 1. Sepak Bola 
2. Bola Volly 
3. Bulu Tangkis 
4. Sepak Takraw 
5. Tennis Meja 
 
2 Pembinaan Seni 1. Paduan Suara 
2. Drumband 
3. Mading 
4. Debat Bahasa inggris 
5. Seni Tari 
 
3 Pembinaan Pramuka 1. Perkemahan gudep 
2. Mading 
 
4 Kegiatan UKS 1. Pelatihan UKS 
2. Lomba Kelas Bersih 
3. Kegiatan Jumat Bersih 
4. PIK KRR 
 
5 Kegiatan PMR 1. Pelatihan PMR 
2. LatihanGabungan 
3. Bakti Sosial 
 




Sumber Data: Laporan Pemanfaatan Pendidikann Gratis SMA Negeri 1 Bontomatene 
 
Berdasarkan Tabel tersebut  maka dapat dikatakan bahwa  
kegiatan pembinaan (ekstakulikuler) di SMA Negeri 1 Bontomatene  cukup 
banyak. Dari penjelasan pengelola pendidikan gratis SMA Negeri 1 
Bontomatene Muhammad Iqbal  mengatakan bahwa kegiatan tersebut 
memakan biaya sebesar kurang lebih 19 Juta Rupiah per Triwulan. Dana 
tersebut bersumber dari dana pendidikan gratis. Walaupun dana yang 
demikian sebenarnya kurang mencukupi tetapi kegiatan yang telah 
direncanakan tetap harus dilaksanakan.  
Akibat dari kurangnya dana yang tersedia dan larangan untuk 
melakukan pungutan maka kegiatan pembinaan tersebut terlaksana 
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namun tidak maksimal. Ketua OSIS  SMA Negeri 1 Bontomatene Tahun 
2013 Andi Muhammad Mauludi saat ditemui oleh penulis (Senin, 24 Maret 
2014)  juga mangatakan bahwa terkadang kegiatan yang telah di 
rencanakan terhambat akibat kurangnya dana yang tersedia. Walaupun 
kegiatan dilaksanakan tapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 
Selain itu fasilitas pendukung kegiatan pembinaan olahraga (lapangan 
basket, Lapangan Voli) tidak terawat, sehingga kegiatan jadi terhambat. 
Kepala UPT SMA Negeri 1 Bontomatene juga membenarkan apa 
yang dikatakan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bontomatene tersebut, 
beliau mengatakan bahwa untuk biaya pemeliharaan dan pembiayaan 
ATK masih kekurangan. Akibatnya beberapa fasilitas tidak terawat. Ini 
kemudian menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesiswaan. 
Kepala UPT SMA Negeri 1 Bontomatene kemudian memberikan 
penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi dikarena dalam penetapan 
besaran anggaran yang diterima pihak sekolah adalah hanya didasarkan 
jumlah siswa setiap, jumlah kegiatan, dan juga jumlah guru sekolah yang 
mendapat dana program pendidikan gratis.  Sementara peruntukan untuk 
itu bukan hanya bagi siswa, tapi kebanyakan untuk fasilitas, listrik, air, 
telpon, dan kebutuhan operasional sekolah lainnya. 
Lain halnya dengan penjelasan Staf Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Beliau memberikan keterangan bahwa hal 
tersebut terjadi dikarena Sekolah menengah tidak mendapatkan Dana 
BOS. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa sekolah menengah juga 
dalam  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Peraturan 
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Gubernur No. 11 tahun 2008) Sekolah Menengah dalam hal ini SMA, 
SMK, MAN Baik negeri maupun swasta tidak masuk sebagai sasaran 
dalam program pendidikan gratis. Sementara perda pendidikan gratis di 
Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki Petunjuk Teknis atau 
dengan kata lain hanya mengikuti Peraturan Gubernur tersebut. 
 Dalam Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar 
hal yang paling ditekankan adalah bahwa sekolah harus bebas dari segala 
bentuk pengutan. Berikut ini penulis akan menguraikan pelaksanaan 
Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah terkait dengan larangan 
pungutan sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut. 
Tabel. 5 
 Larangan tentang Pungutan 











SMAN 1 Bontomatene 
SMPN 1 Bontomatene 
SMPN 6 Bontomatene 
SDN Barat Lambongan 
SDI Batangmata 
SDN Tajuia 
SMA Babus Salam 













Sumber data: Penelitian di sekolah (Tanggal 17 Maret – 8 April 2014)  
Memperhatikan tabel tersebut, sudah jelas terlihat bahwa 
pelaksanaan tentang hal yang prinsipil dalam Perda Pendidikan Gratis 
yaitu tentang larangan pungutan (sekolah yang bebas pungutan) guna 
membantu orang tua murid dalam hal pembiayaan sudah terlaksana 
secara optimal. Pengakuan dari para kepala sekolah kemudian sesuai 
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dengan apa yang  penulis temukan di lapangan (melalui Orang Tua Murid) 
saat melakukan penelitian tanggal 5 dan 6 April 2014. 
Dari 50 responden yang mengisi kuisioner yang terdiri 30 orang tua 
yang berdomisili di Kecamatan Bontomatene dan 20 lainnya di Kecamatan 
Buki. 30 orang tua murid di Kecamatan Bontomatene terdiri dari 10 Orang 
Tua Murid SMA dan masing-masing 10 Orang Tua Murid SD dan SMP, 
sedangkan di Kecamatan Buki masing-masing 10 orang tua SD/SMP. Dari 
sumua responden yang mengisi kuisioner semua mengaku sejak 2012 
tidak ada lagi pengutan yang sifatnya mengikat yang dilakukan oleh pihak 
sekolah. 
Selain sekolah yang tanpa pungutan, guna mengurangi bebab 
orang tua terkait pembiayaan, pendidikan gratis juga berupaya untuk 
menekan angka putus sekolah.  berikut tabel tentang angka putus sekolah 
di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Tabel. 6 
Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Selayar 
No Nama Sekolah 
Jumlah Siswa Putus Sekolah 
Ket 











SMAN 1 Bontomatene 
SMPN 1 Bontomatene 
SMPN 6 Bontomatene 
SDN Barat Lambongan 
SDN Pulo Pasi 
SDN Tajuia 
SMA Babus Salam 


































Sumber data: Penelitian di Sekolah (Tanggal 17 Maret – 8 April 2014) 
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Memperhatikan tabel. 6 tentang angka putus sekolah di Kabupaten 
Kepulauan Selayar (Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki), 
dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2011 angka putus sekolah di   
Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki cukup tinggi. Separti telah 
dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa pendidikan gratis di Kabupaten 
Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Maret 2011. Artinya bahwa pada 
Tahun 2011 perda pendidikan gratis belum terlaksana secara optimal. 
Kemudian di Tahun 2012 dan 2013 angka putus sekolah cenderung dapat 
ditekan. Artinya Perda Pendidikan Gratis Di Kabupaten Kepulauan 
Selayar cukup berhasil dalam menekan angka putus sekolah. 
Meskipun sejauh ini pelaksanaan pendidikan gratis (Sekolah yang 
bebas pungutan dan keberhasilan menekan angka putus sekolah)  sudah 
berjalan dengan baik akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pada tahun 
yang akan datang sekolah kembali melakukan pengutan mengingat pasal 
9 ayat 1 dan 2  Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar  
dikatakan bahwa “(1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan 
pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua 
peserta didik. (2) Komite  Sekolah  dilarang  melakukan  pungutan  
kepada  orang  tua  peserta  didik, kecuali untuk pembiayaan yang 
bersifat urgen dan sudah disepakati dalam rapat komite yang dihadiri oleh 
sebagian besar orang tua atau wali peserta didik.” 
Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bontomatene Bapak Rabang saat 
ditemui oleh penulis (Kamis, 24 April 2014), membenarkan kemengkinan 
tersebut. beliau mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi jika 
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sekolah membutuhkan gedung baru untuk keberlangsungan proses 
belajar mengajar. Namun hal tersebut tidak serta merta dilaksanakan, 
karena harus membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak, diantaranya 
pemerintah daerah (Dinas Pendidikan), Kepala Sekolah, Guru, Komite 
dan yang paling menentukan adalah Orang Tua Siswa. 
Selanjutnya, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis 
di Kabupaten Kepulauan Selayar Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa 
setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban 
penggunaan pakaian seragam. Berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal. Menurut 
Kepala Sekolah SDN Pulo Pasi menjelaskan bahwa sekolah memiliki tata 
tertib dan setiap siswa wajib memenuhi itu. Jadi untuk melaksanakan 
ketentuan tersebut sekolah memeberi sumbangan pakaian seragam 
kepada siswa yang dianggap membutuhkan. 
Hal tersebut di atas juga dilaksanakan di SMP Negeri 1 
Bontomatene, pengakuan Kepala UPT SMP Negeri 1 Bontomatene 
memberikan keterangan kepada penulis saat penelitian bahwa semua 
siswa harus menggunakan pakaian seragam untuk dapat mengikuti 
proses belajar mengajar. Itu merupakan suatu tata tertib yang harus 
dipenuhi. Jadi langkah yang sekolah ambil untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan memberi sumbangan pakaian seragam. Tahun 
2013 sebanyak 20 siswa yang kurang mampu diberi sumbangan. 
Ketentuan menganai Pasal 8 ayat (3) Perda Pendidikan Gratis di 
Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara optimal. Berikut 
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data yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian di sekolah-sekolah 
se-Kecamaten Bontomatene dan Buki. 
Tabel. 7 
Pelaksana Pasal 8 ayat (3) Perda Pendidikan Gratis  
Di Kabupaten Kepulauan Selayar 











SMAN 1 Bontomatene 
SMPN 1 Bontomatene 
SMPN 6 Bontomatene 
SDN Barat Lambongan 
SDN Pulo Pasi 
SDN Tajuia 
SMA Babus Salam 




Pemberian sumbangan seragam 
Pemberian sumbangan seragam 
Tidak Terlaksana 






Sumber data: Penelitian di Sekolah (Tanggal 17 Maret – 8 April 2014) 
 
Kemudian dalam Perda Pendidikan Gratis  dikatakan juga bahwa 
prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan dengan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Saat penulis melakukan 
penelitian di sekolah-sekolah kedua prinsip tersebut di atas telah 
sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini penulis saksikan sendiri di setiap papan 
informasi terpasang pengumuman pemanfaatan dana pendidikan gratis. 
Pengumuman pemanfaatan dana pendidikan gratis yang di 
publikasikan menurut Kepala UPT SMA Negeri 1 Bontomatene adalah 
perwujudan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Meskipun 
dalam pengumuman tersebut yang dipublikasikan hanya besaran 
anggaran yang masuk dan rencana penggunaannya, tapi ini dilakukan 
agar masyarakat luas mengetahui keberadaan dana tersebut. 
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Hal lain yang perlu diketahui terkait dengan pendidikan gratis 
adalah tentang tehnis penetapan besaran alokasi dana di setiap sekolah. 
berdasarkan penuturan salah satu staf Bagian Hukum dan Perencanaan 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar kepada penulis  
bahwa cara menentukan besaran dana yang akan diterima sekolah 
adalah sebelum ditetapkan maka pihak sekolah terlebih dahulu membuat 
profil sekolah. profil sekolah yang dimaksud disini adalah memuat tentang 
jumlah murid, serta jumlah kegiatan yang direncanakan oleh sekolah 
untuk dilaksanakan.  
Dari profil sekolah tersebut kemudian pihak Dinas Pendidikan 
Nasional dalam ini bagian hukum dan perencanaan menetapkan besaran 
dana yang akan diterima oleh sekolah. Setelah besaran dana telah 
ditetapkan maka selanjutnya pihak sekolah bisa melakukan proses 
pencairan anggaran penyelenggaraan pendidikan gratis. Caranya adalah 
dengan menyetor berkas yang telah divalidasi oleh pihak dinas pendidikan 
kepada bagian kas daerah. Setelah melalui proses pemeriksaan ulang di 
Bagian Kas Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dana 
tersebut sudah bisa dicairkan di BPD. 
 
3. Pengawasan (Controling) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999 melakukan perubahan secara 
fundamental terhadap proses pembentukan perda dari yang semula 
tanpa kejelasan ketentuan pengawasan Pusat, menjadi lebih jelas dan 
terkendali. 
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Sebagai bentuk penegasan bahwa Pemerintahan Daerah sub 
sistem pemerintahan nasional, Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan  
Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan  Peraturan Pemerintah 
Nomor  20 Tahun 2001, mengatur secara detil mekanisme pembinaan dan 
pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengertian pembinaan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah lebih diperjelas yaitu upaya  
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Bupati selaku Wakil Pemerintah 
di daerah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 
Sedangkan pengawasan yang dimaksudkan adalah proses kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap 
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini sebagai 
bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. 
Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang 
memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif 
menyikapi berbagai kendala  terhadap  pelaksanaan  perda.  Melalui  
pengawasan  dewan,  eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan 
terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil 
pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki 
pelaksanaan kebijakan tersebut.  
Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata 
laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari  dapat  
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bermuara pada dugaan  tindak  pidana korupsi  bagi pejabat publik yang 
menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD 
akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap 
eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara 
optimal. 
Hubungan penjelasan di atas dengan pengawasan Perda 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bahwa dalam 
pengawasan Perda Pendidikan Gratis yang dilakukan oleh anggota 
legislatif sejauh ini telah berjalan dengan baik. Berdasarkan pernyataan 
salah satu anggota DPRD  komisi A  bahwa pelaksanaan Perda 
Pendidikan Gratis sesuai dengan hasil pengawasan DPRD telah 
terlaksana dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Bentuk 
pengawasan DPRD terhadap Perda Pendidikan Gratis adalah dengan 
melihat dan menganalisis apa yang tertuang di dalam Laporan 
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pengawasan 
tentang pendidikan gratis tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, 
akan tetapi pengawasan juga dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional adalah dengan membentuk tim 
pengendali. Tim pengendali adalah panitia yang dibentuk oleh dinas 
pendidikan yang diberi tugas khusus mengawasi pelaksanaan pendidikan 
gratis.  
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Bapak Kasubag Hukum dan Perencanaan Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa pengawasan 
terhadap Perda Pendidikan Gratis yang dilakukan oleh tim pengendali 
pendidikan gratis sudah sepenuhnya berjalan. tidak ada laporan terkait 
dengan pelanggaran  pendidikan gratis yang dilakukan oleh masyarakat, 
murid atau pun komite sekolah. Disisi lain berdasarkan pengawasan 
terhadap laporan pemanfaatan dana pendidikan gratis yang dilakukan 
oleh tim pengendali juga mengatakan bahwa tidak ada masalah yang 
cukup serius. Beliau hanya mengatakan bahwa masalah yang sering 
muncul hanya  keterlambatan menyetor laporan pemanfaatan.  
Selanjutnya pengawasan tentang pendidikan gratis ditingkatan 
sekolah berdasarkan penuturan oleh Kepala UPT SMA Negeri 1 
Bontomatene dilakukan oleh Komite Sekolah, Guru, Murid, dan Orang Tua 
Murid. Beliau melanjutkan secara khusus bahwa komite sekolah sebagai 
mitra dari sekolah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga 
memiliki fungsi dalam hal pengawasan.  
Berdasarkan pengakuan seorang guru (Wakasek Hubungan 
Masyarakat) saat penulis melakukan wawanncara di SMA Negeri 1 
Bontomatene Bapak Andi Ompo, mengatakan bahwa pelaksaan 
pendidikan gratis sudah bagus dan sesuai dengan kebijakan dari dinas 





C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan 
Gratis  
Setelah sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang 
pelaksanaan Perda pendidikan Gratis di Kabupeten Kepulauan Selayar, 
maka selanjutnya penulis akan memaparkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pendidikan gratis. Dalam pelaksanaan ini 
terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dan juga 
terdapat faktor-faktor yang mendudukung pelaksanaannya.  berikut ini 
penulis akan menjelaskan faktor-faktor  tersebut. 
1. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perda Pendidikan 
Gratis 
 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
Perda Pendidikan Gratis, penulis akan memamparkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan baik itu hasil wawancara dengan instansi terkait, 
maupun keterangan langsung yang diperoleh dari para kepala sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan oleh penulis dengan 
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum dan Perencanaan Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupeten Kepulauan Selayar dan beberapa Kepala 
Sekolah SD, SMP dan SMA di wilayah Kecamatan Bontomatene dan 
Kecamatan Buki, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 
menyebkan pelaksanaan Perda Pendidikan Gratis menjadi terhambat 
adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Keterlambatan Penetapan APBD 
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Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan Perda 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kasubag 
Hukum dan Perenacaan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Kepulauan Selayar mengatakan bahwa keterlambatan 
penetapan APBD merupakan suatu faktor yang menghambat 
pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten kepulauan selayar 
dikarenakan sumber pendanaan pendidikan gratis adalah dari 
APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Hal tersebut juga diakui oleh Kepala UPT SMA Negeri 1 
Bontomatene yang mengatakan bahwa keterlambatan 
Penetapan APBD mengakibatkan sekolah harus mengutang 
kepada para penyedia jasa print atau pun penjual. 
Keterlambatan penetapan APBD menyebabkan 
penyelenggaraan pendidikan gratis pada periode I (Januari, 
Februari, Maret) tidak terlaksana secara optimal. Hal serupa juga 
diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah yang penulis 
wawancarai yang mengatakan keterlambatan penetapan APBD 
menyebabkan Periode I menjadi tidak optimal. 
b. Faktor Keterlambatan Pelaporan Pemanfaatan Dana Pendidikan 
Gratis 
Laporan Pemanfaatan Dana Pendidikan Gratis merupakan 
sesuatu yang wajib dilakukan oleh pihak sekolah kepada tim 
pengendali dana pendidikan gratis setiap tiga bulan. Menurut 
staf bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan 
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Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa akibat yang 
ditimbulkan jika sekolah terlambat memasukkan laporan 
pemanfataan dana pendidikan gratis adalah sekolah tersebut 
tidak bisa mencairkan dana pendidikan gratis diperode 
berikutnya. 
Beliau malanjutkan bahwa pelaporan pemanfaatan dana 
pendidikan gratis sejauh ini sering terjadi. Akan tetapi pihak 
Dinas Pendidikan Nasional  memaklumi hal tersebut dikarena 
keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi Georafis 
Kabupaten Kepulauan Selayar.  Sekolah yang sering terlambat 
memasukkan laporan pemanfaatan dana pendidikan gratis 
adalah sekolah yang berada di daerah kepulauan (pulau-pulau 
yang terpisah dari pulau utama). Dimana pada saat musim 
„barat‟ (ombak besar dan angin kencang) transfortasi laut tidak 
jalan. Selain itu sekolah-sekolah yang terletak di daerah 
kepulauan juga terkesan dikendalikan oleh kondisi geografis 
tanpa ada upaya untuk penanggulangannya. 
c. Faktor Keterbatasan Dana 
Dana pendidikan gratis yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam APBD (telah 
termasuk dana yang 40% dari Pemerintah Daerah Pemerinatah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan data dari Pihak 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 
besaran dana yang tersedia dalam satu tahun adalah Rp. 
9.174.843.000 untuk Pendidikan Dasar SD/SMP Sederajat dan 
Rp. 2.876.530.000 Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat). 
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Berdasarkan data tersebut di atas dana yang tersedia cukup 
banyak, akan tetapi jika melihat jumlah sekolah yang menjadi 
tanggungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
maka dana tersebut masih belum mampu mengakomodir semua 
masalah pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam 
rangka menyelenggarakan pendidikan gratis yang bermutu dan 
berkwalitas. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di SMA Negeri 1 
Bontomatene, pihak pengelola dana pendidikan gratis 
mengatakan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk 
melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan. Jadi 
pihak sekolah terpaksa „mencukup-cukupkan‟ saja dana yang 
tersedia tersebut. 
2. Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Perda Pendidikan Gratis 
Pada halaman-halaman sebelumnya penulis telah menjelaskan 
tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Perda Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka selanjutnya penulis akan 
menjelaskan faktor-faktor yang mendukung sehingga perda tersebut dapat 
terlaksana. adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) merupakan 
dana yang bersumber dari pusat. Dana BOS dangan dana 
Pendidikan Gratis adalah dua sumber dana yang didapat oleh 
sekolah dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua sumber 
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dana tersebut memiliki penggunaan yang berbeda. Akan tetapi 
meskipun demikian dana BOS merupakan salah satu faktor yang 
mendukung pelaksanaan pendidikan gratis.  
Berdasarkan hasil penelitian di SDN Barat Lambongan  Hj. Bau 
Tanning menjelaskan bahwa dana bos sangat membantu 
sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Hal yang sama 
disampaikan oleh Kepala UPT SMP Negeri 1 Bontomatene 
bahwa jika pada periode I atau pada saat belum penetapan 
APBD yang otomatis dana pendidikan gratis belum bisa 
dicairkan maka dana bos dijadikan sebagai dana talangan untuk 
menutupi kekurangan dana yang diperlukan oleh sekolah. 
b. Adanya dana 40 persen dari Pemerintah Provinsi 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang 
cukup penting dalam terselenggaranya program pendidikan 
gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sesuai 
dengan kebijakan pemerintah provinsi yang mengatakan bahwa 
pembagian dana pendidikan gratis adalah 40 persen oleh 
Pemerintah Derah Provinsi dan 60 persen oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. Kasubag Hukum dan Perencanaan 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 
mengatakan bahwa selain Dana Bos dana 40 persen dari 
Pemprov juga sangat membantu dalam melaksanakan kebijakan 






 Pada bab yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan 
yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disamping itu 
pula penulis mengajukan saran yang dapat dijadikan masukan buat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar guna terseleggaranya 
pendidikan yang bebas dari segala pungutan dan juga pendidikan yang 
bermutu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan 
Gratis Di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah terlaksana tetapi 
belum optimal. Meskipun pengakuan orang tua yang menjadi 
responden pada saat penelitian mengatakan bahwa sejak Tahun 
2011  tidak ada lagi bentuk pungutan yang dilakukan oleh pihak 
sekolah serta perda tersebut juga mampu menekan angka putus 
sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar, akan tetapi perda ini 
masih belum mempu mengangkat Kwalitas siswa dan prinsip-
prinsip pelaksanaan pendidikan yang baik secara keseluruhan 
dilaksanakan. Selain itu pemda juga tidak maksimal 
melaksanakan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan 
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pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana 
telah ditentukan dalam perda tersebut. 
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis Di Kabupaten 
Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut: 
a. Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai 
berikut: 
1) Faktor Keterlambatan Penetapan APBD, dimana hampir 
setiap tahun pemerintah daerah terlambat dalam 
menetapkan APBD yang menyebabkan dana pendidikan 
gratis tidak tersalurkan 
2) Faktor Keterlambatan Pelaporan Pemanfaatan Dana 
Pendidikan Gratis, dimana sekolah yang sering terlambat 
melakukan pelaporan adalah sekolah-sekolah yang 
terletak di daerah kepulauan. 
3) Faktor Keterbatasan Dana, sebagaimana dana pendidikan 
gratis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar dalam APBD, tidak cukup 
untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah 
direncanakan.  
b. Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Perda Pendidikan 
Gratis 
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1) Faktor Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), 
dimana Dana BOS yang besaran anggarannya berkisar 
Rp 405 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan sangat 
membantu pihak sekolah dalam menyelenggarakan 
pendidikan gratis. 
2) Faktor Dana dari Pemerintah Provinsi, sebagaimana 
kebijakan pemerintah provinsi yang bersedia memberikan 
dana 40 persen cukup membantu pemerintah kabupaten 
kepulauan selayar dalam melaksanakan pendidikan gratis. 
 
B. Saran 
Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-
saran yang kiranya bermanfaat dalam melaksanakan pendidikan yang 
gratis dan bermutu untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar  
yakni: 
1. Perlunya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 
mengalokasikan dana pendidikan gratis yang sesuai dengan 
kebutuhan sekolah agar pihak sekolah bisa melaksanakan secara 
maksimal kegiatan yang direncanakan. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas 
Pendidikan Nasional perlu mengupayakan mekanisme pelaporan 
yang khusus (Pengecualian)  untuk sekolah yang berada di 
kepulauan, agar sekolah yang di wilayah kepulaun bisa secara 
maksimal menggunakan dana pendidikan gratis yang tersedia. 
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu membuat 
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) 
tersendiri, agar pelaksanaan pendidikan gratis bisa terlaksana 
lebih baik lagi. 
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan revisi Perda Pendidikan 
Gratis dengan melibatkan Ahli (akademisi), agar perda tersebut 
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